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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
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TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SUKABUMI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

.

BUPATH SUKABUMI,

®mbang @ bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh layapan d_am
% relevansi pendidikan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usana
sera untuk menjamin pelaksanaan sistem penyelenggaraan. dan mutu
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan penegerian
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;

£

0. bahwa Kelas Jauh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gegerbitung
di Kecamatan Sukabumi, telah memenuhi persyaratan formal -dan material
uniuk dilelapkan penegeriannya sesuai ;dengar peraturan perundang-
undangan yang berlaku; .

¢ bahwa berdasarkan perntimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
nhuruf b, perlu.dilgtapkan dengan Keputusen Bupati.

Weogingat | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ientang Pembentukan Daerah-
: Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berila Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana- telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahin 1968 lentang ‘Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang derngan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indongsia Nomor 2851);

.

N

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ientang Pukok-pokokKepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Reg:r ' indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Normor 20 Tzhun 2003 lehlang Sisiem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

I

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
FPambangunan Masional (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4421);

5. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarmbahan
L;—:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana_telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nonior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republfik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Ungang Nomoar 33 Tamin 2006 leniang Frerimbangan Keuangan
Anlara Pemerinlah Pusal dan Pemerntah Daernh (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen {Lem_baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ientang Fembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5234);

Peraluran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stlandar Nasional
Fendidikan (Lembaran Negaie Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerinlan Nomor 38 Tahun 2007 {entang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerinlak. Pemerintahan QDaerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/iKota (Lembaran Negara.- Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara.Republik
Indones:a Nomor 4737); St

Peraluran Pemeannian Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pergngkal
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2007 Nomor 8¢,
Tambahar Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 lentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789); _

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 fentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200t Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 lentang Pendanaan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraluran Pemerintan Nomor 74 Tahun 2008 leatang Guru {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Pemerinlah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

P‘eraturan. Menteri Pendidikan Nasionai Momor- 22 Tahun 2008 lentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan (SKL): '
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Peraluran Menteri Pendidikan Nasicnal Nomor 19 Tahun 2007 ‘tem‘?gg
Standar Pengeiolazn Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tgntang
Standar Peniiaian Pendidikan;

Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Iblidaiyah
(SDfMI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS),
T 'nengah Alas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); .

L i Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Feiwyw.. .an Pendidikan cleh Pemerintah Daerah;

Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarai Kelayakan untuk
digunakan Dalam Proses Pembelajaran;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 lenlang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK;

. Peraturan Menleri Pendidikan MNasional - Norer 28 Tah{J—n 2008 ienlang

Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah - Menengah Kejuruan
(SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Perawran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; :

Peraturan- Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2G10 tenlang
Standar Pgl‘ayanan-Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; = -

Keputusan Menteri Pendidikan Nasionat Nomor 080/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerinlahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerinlahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

. Peraturan ‘Daerah Nomor 32 Tahun 2008 ientang. Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupalen Sukabumi {Lembaran. Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 lentang Perubahan Alas Peraturan
Daerah Kabupaien Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 lenltang Organisasi

Perangkal Daerah Pemerintah Kabupalen Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nemor gl

Peraturan  Daerah Nomor ¢ Tanun 2009 tenlang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9).

Peraluran Daeran Nomor 11 Tahun 2010 lentang Rencana Pembangunan
Jangka Menergah Daerah Kabupalen Sukabumi * Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kabupalen Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1),

- Peraluran. Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan

Talta Kerja Dinas_Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah
Kabupaten Sukzbumi Tahun 2008 Nomor 61). :

’
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKABUMI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUML.

: Menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

: Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1
Sukabumi,

: Dengan ditetapkannya penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka sistem penyelenggaraan
pendidikan, mekanisme kerja serta lenaga pendidik dan kependidikan secara
institusional harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. :

Menugaskan- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi uhluk terus
melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.

. Dengan ditelapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang tertentangan

dengan Keputusan ini, dicabui dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal - {¥ AfelL 2011

y ‘:.A_-f_;“!‘_:gq_PA'Tl SUKABUMI,




